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BAB II 

KAJIAN TEORI 
 

A. Restorative Justice 

1. Pengertian Restorative Justice 

Di dalam praktek penegakan hukum pidana sering 

kali mendengar istilah Restorative justice atau Restorasi 

Justice yang dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut 

dengan istilah keadilan restoratif. Keadilan restoratif atau 

Restorative justice adalah Suatu pemulihan hubungan dan 

penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku 

tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana 

tersebut (keluarganya) (upaya perdamaian) di luar 

pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan 

hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana 

tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya 

persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak. Keadilan 

yang selama ini berlangsung dalam sistem peradilan pidana 

di Indonesia adalah keadilan retributive. Sedangkan yang 

diharapkan adalah keadilan restorative, yaitu keadilan ini 

adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat 

dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama 

memecahkan masalah bagaimana menangani akibatnya 

dimasa yang akan datang. Keadilan Restoratif adalah model 

penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan 

pemulihan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat. 

Prinsip utama Restorative justice adalah adanya partisipasi 

korban dan pelaku, partisipasi warga sebagai fasilitator 

dalam penyelesaian kasus, sehingga ada jaminan anak atau 

pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta 

di masyarakat.
1
 

Restorative justice sendiri berarti penyelesaian 

secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga dan 

pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana dan 

secara bersama mencari penyelesaian terhadap tindak 

pidana dan implikasinya dengan menekankan pemulihan 

kembali pada keadaan semula. Untuk mewujudkan keadilan 

                                                           
1
 Apong Herlina dkk, Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan 

Dengan Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 203 
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bagi korban dan pelaku adalah baik ketika para penegak 

hukum berpikir dan bertindak secara progresif yaitu tidak 

menerapkan peraturan secara tekstual tetapi perlu 

menerobos aturan (rule breaking) karena pada akhirnya 

hukum itu bukan teks demi tercapainya keadilan yang 

diidamkan oleh masyarakat. 

Liebmann secara sederhana mengartikan 

Restorative justice sebagai suatu sistem hukum yang 

bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, 

pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan 

untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih 

lanjut.
2
 Liebmann juga memberikan rumusan prinsip dasar 

Restorative justice sebagai berikut: 

a. Memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban  

b. Pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang 

mereka lakukan 

c. Dialog antara korban dengan pelaku untuk mencapai 

pemahaman 

d. Ada supaya untuk meletakkan secara benar kerugian 

yang ditimbulkan  

e. Pelaku pelanggar harus memiliki kesadaran tentang 

bagaimana cara menghindari kejahatan di masa depan  

f. Masyarakat sepatutnya ikut serta memberikan peran 

membantu dalam mengintegrasikan dua belah pihak, 

baik korban maupun pelaku.
3
 

Restorative justice (Keadilan restoratif) sebagai 

perkembangan penting dalam pemikiran manusia 

didasarkan pada tradisi keadilan dari Arab kuno, Yunani, 

Romawi dan peradaban yang diterima pendekatan restoratif 

bahkan kasus pembunuhan, pendekatan restoratif dari 

majelis umum (Moots) dari Jermanik masyarakat yang 

menyapu seluruh Eropa setelah jatuhnya Roma, Hindu 

India sebagai kuno sebagai Weda Peradaban untuk siapa 

“dia yang menebus diampuni”, dan Budha kuno, Tao, dan 

                                                           
2 Marian Liebmann, Restorative Justice, How it Work, (London and 

Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2007), 25. 
3 Ibid 
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tradisi Konfusianisme yang dilihatnya dicampur dengan 

pengaruh Barat hari ini di Asia Utara.
4
 

Tindak pidana menurut kaca mata keadilan 

Restoratif, adalah suatu pelanggaran terhadap manusia dan 

relasi antar manusia. Keadilan restoratif dapat dilaksanakan 

melalui mediasi korban dengan pelanggar, musyawarah 

kelompok keluarga dan pelayanan di masyarakat yang 

bersifat pemulihan baik bagi korban maupun pelaku. 

Penerapan prinsip keadilan restoratif itu tergantung pada 

sistem hukum apa yang dianut oleh suatu negara. Jika 

dalam sistem hukum itu tidak menghendaki, maka tidak 

bisa dipaksakan penerapan Restorative justice tersebut. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa prinsip Restorative 

justice merupakan pilihan dalam mendesain sistem hukum 

suatu negara. Walaupun suatu negara tidak menganutnya, 

akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk diterapkan 

prinsip keadilan restoratif tersebut guna memberikan 

keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. 
 

2. Konsep Restorative justice 

Konsep Restorative justice (Keadilan Restoratif) 

pada dasarnya sederhana yaitu ukuran keadilan tidak lagi 

berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada 

pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman), namun 

perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan 

memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan 

pelaku untuk bertanggung jawab dengan bantuan keluarga 

dan masyarakat bila diperlukan. 

Penegakan hukum bukanlah merupakan suatu 

kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai 

hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakatnya. 

Struktur masyarakat memberikan pengaruh, baik berupa 

penyediaan sarana sosial yang memungkinkan penegakan 

hukum itu dijalankan, maupun memberikan hambatan-

                                                           
4 John Braithwaite, Restorative Justice & Responsive Regulation, 

(England: Oxford University Press, 2002), 3. 
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hambatan yang menyebabkan ia tidak dapat dijalankan atau 

kurang dapat dijalankan secara optimal.
5
 

Ada tiga prinsip dasar untuk membentuk 

Restorative justice, yaitu: 

a. There be a restoration to those who have been injured 

(Terjadi pemulihan kepada mereka yang menderita 

kerugian akibat kejahatan) 

b. The offender has an opportunity to be involved in the 

restoration if they desire (Pelaku memiliki kesempatan 

untuk terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi) 

c. The court systems role is to preserve the public order 

and the communits role is to preserve a just peace 

(Pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum 

dan masyarakat berperan untuk melestarikan 

perdamaian yang adil).
6
 

Konsep Restorative justice telah muncul lebih 

dari dua puluh tahun yang lalu sebagai alternatif 

penyelesaian perkara pidana anak. Kelompok Kerja 

Peradilan Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 

mendefinisikan Restorative justice sebagai suatu proses 

semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana 

tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah 

dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat pada masa 

yang akan datang. Proses ini pada dasarnya dilakukan 

melalui diskresi (kebijakan) dan diversi, yaitu pengalihan 

dari proses peradilan pidana ke luar proses formal untuk 

diselesaikan secara musyawarah.
7
 Penyelesaian melalui 

musyawarah sudah menjadi kebiasaan di Indonesia 

dikarenakan masyarakat Indonesia sangat menjujung tunggi 

nilai-nilai sosial dalam bermasyarakat, bahkan hukum adat 

di Indonesia tidak membedakan penyelesaian perkara 

pidana maupun perdata. 

                                                           
5 Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan 

Sosiologis, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 

1993), 116. 
6 From Wikipedia, the free encyclopedia http://en.wiki-

pedia.org/wiki/Restorative_justice. 
7 Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Hak Asasi 

Manusia,2016, Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Anak, (Jakarta: 

Pohon Cahaya, 2016), 2. 
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Dalam ke-Indonesia-an Restorative justice sendiri 

berarti penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, 

korban, keluarga dan pihak lain yang terkait dalam suatu 

tindak pidana dan secara bersama mencari penyelesaian 

terhadap tindak pidana dan implikasinya dengan 

menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. 

Untuk mewujudkan keadilan bagi korban dan pelaku adalah 

baik ketika para penegak hukum berpikir dan bertindak 

secara progresif yaitu tidak menerapkan peraturan secara 

tekstual tetapi perlu menerobos aturan (rule breaking) 

karena pada akhirnya hukum itu bukan teks demi 

tercapainya keadilan yang diidamkan oleh masyarakat. 

Di Indonesia sendiri, sebenarnya konsep 

Restorative justice ini telah lama dipraktekkan dalam 

masyarakat Indonesia, seperti masyarakat di Papua, Bali, 

Toraja, Minangkabau, Kalimantan, Jawa Tengah, dan 

masyarakat komunitas lain yang masih kuat memegang 

kebudayaan. Apabila terjadi suatu tindak pidana oleh 

seseorang (termasuk perbuatan melawan hukum yang 

dilakukan oleh anak). Dalam prakteknya penyelesaiannya 

dilakukan dalam pertemuan atau musyawarah mufakat yang 

dihadiri oleh tokoh masyarakat, pelaku, korban (bila mau), 

dan orang tua pelaku untuk mencapai sebuah kesepakatan 

untuk memperbaiki kesalahan. Hal demikian sebenarnya 

merupakan nilai dan ciri dari falsafah bangsa Indonesia 

yang tercantum dalam sila keempat Pancasila, yaitu 

musyarawah mufakat.  

Dengan demikian, Restorative justice sebetulnya 

bukan hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Dalam 

musyawarah mufakat bertujuan untuk mencapai kedamaian, 

sehingga antara pelaku dan korban tidak ada dendam dan 

korban dapat dipulihkan (direstor). Musyawarah mufakat 

dalam konteks Restorative justice bisa dilakukan dengan 

cara, antara lain: mediasi, pembayaran ganti rugi, ataupun 

cara lain yang disepakati antara korban/keluarga korban 

dengan pelaku. Pihak lain bisa ikut serta dalam masalah ini, 

misalnya polisi, pengacara atau tokoh masyarakat sebagai 

penengah. Apabila penyelesaian ini tidak ada sepakat antara 

korban/keluarga korban dengan pelaku, maka selanjutnya 
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penyelesaian masalah tersebut diproses secara mekanisme 

pengadilan yang ada (litigasi). 

Restorative justice bertujuan untuk 

memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan 

masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan 

hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan 

sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan 

bermasyarakat menjelaskan bahwa konsep Restorative 

justice pada dasarnya sederhana.
8
 Restorative justice 

merupakan teori keadilan yang menekan kan pada 

pemulihan kerugian yang disebabkan oleh perbuatan 

pidana. 

 

B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Terhadap Penerapan 

Restorative justice. 

Mengenai penegakan hukum di Indonesia, tidak akan 

bisa terlepas dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 

Tentang Hukum Acara Pidana karena berdasarkan kata-kata nya 

saja, istilah tersebut mengacu pada pelaksanaan hukum formil. 

Bisa dibilang yang dimaksud dengan penegakan hukum (law 

enforcement), bentuk kongkritisasinya adalah merupakan 

penjatuhan pidana atau sanksi. Berkaitan dengan hal tersebut, 

menurut Sauer ada tiga pengertian dasar dalam hukum pidana, 

yaitu sifat melawan hukum, kesalahan dan pidana.
9
 

Dikatakan dalam uraian menurut Bagir Manan, bahwa 

penegakan hukum indonesia bisa dikatakan “communis opinio 

doctorum”, yang artinya bahwa penegakan hukum yang 

sekarang dianggap telah gagal dalam mencapaui tujuan yang 

diisyaratkan oleh undang-undang.
10

 Oleh karena itu, 

diperkenankanlah sebuah alternatif penegakan hukum, yaitu 

Restorative justice System, dimana pendekatan yang digunakan 

adalah pendekatan sosio kultural dan bukan pendekatan 

normatif.  

                                                           
8 Nikmah Rosidah, Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia, (Semarang: 

Pustaka Magister, 2014), 103 
9 Dwidja Priyatno, Pemidanaan untuk Anak dalam Konsep Rancangan 

KUHP (dalam Kerangka Restorative Justice), (Bandung: Lembaga Advokasi Hak 

Anak (LAHA), Edisi VIII/Volume III, 2007), 9. 
10 Rudi Rizky (ed), Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran 

dalam Dekade Terakhir), (Jakarta: Perum Percetakan Negara Indonesia, 2008), 4. 
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Di banyak negara, ketidakpuasan dan frustrasi dengan 

sistem peradilan formal atau melahirkan kembali kepentingan 

dalam melestarikan dan memperkuat hukum adat dan praktek 

peradilan tradisional telah menyebabkan panggilan untuk respon 

alternatif untuk kejahatan dan gangguan sosial. Banyak alternatif 

ini memberikan pihak yang terlibat, dan sering juga masyarakat 

sekitar, kesempatan untuk berpartisipasi dalam menyelesaikan 

konflik dan mengatasi konsekuensinya. Program keadilan 

restoratif didasarkan pada keyakinan bahwa pihak yang terlibat 

konflik harus secara aktif terlibat dalam menyelesaikan dan 

mengurangi konsekuensi negatif. Mereka juga didasarkan, 

dalam beberapa kasus, pada kemauan untuk kembali ke 

bangunan pengambilan keputusan dan masyarakat setempat. 

Pendekatan-pendekatan ini juga dilihat sebagai sarana untuk 

mendorong ekspresi damai konflik, untuk mempromosikan 

toleransi dan inklusivitas, membangun penghargaan atas 

keragaman dan mempromosikan praktek masyarakat yang 

bertanggung jawab.
11

 

Restorative justice (Keadilan restoratif) sebagai 

perkembangan penting dalam pemikiran manusia didasarkan 

pada tradisi keadilan dari Arab kuno, Yunani, Romawi dan 

peradaban yang diterima pendekatan restoratif bahkan kasus 

pembunuhan, pendekatan restoratif dari majelis umum (Moots) 

dari Jermanik masyarakat yang menyapu seluruh Eropa setelah 

jatuhnya Roma, Hindu India sebagai kuno sebagai Weda 

Peradaban untuk siapa “dia yang menebus diampuni”, dan 

Budha kuno, Tao, dan tradisi Konfusianisme yang dilihatnya 

dicampur dengan pengaruh Barat hari ini di Asia Utara.
12

 

Bentuk baru dan mapan dari restoratif keadilan 

masyarakat menawarkan beberapa cara menyambut 

menyelesaikan konflik. Mereka melibatkan individu yang tidak 

terlepas dari insiden itu, tetapi secara langsung terlibat atau 

terpengaruh olehnya. Partisipasi masyarakat dalam proses tidak 

lagi abstrak, melainkan sangat langsung dan konkret. Proses ini 

sangat disesuaikan dengan situasi di mana pihak berpartisipasi 

                                                           
11 Rudi Rizky (ed), Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran 

dalam Dekade Terakhir), 58. 
12 John Braithwaite, Restorative Justice & Responsive Regulation, 

(England: Oxford University Press, 2002), 3. 
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secara sukarela dan masingmasing memiliki kapasitas untuk 

terlibat penuh dan aman dalam proses dialog dan negosiasi. John 

Braithwaite menjelaskan bahwa wacana restoratif justice 

berfokus pada program keadilan restoratif dalam masalah 

pidana, tetapi perlu dicatat bahwa proses restoratif yang 

digunakan untuk mengatasi dan menyelesaikan konflik di 

berbagai konteks dan pengaturan lainnya, termasuk sekolah dan 

tempat kerja. 

Hukum yang progresif berangkat dari asumsi dasar 

bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Hukum 

bukan sebagai institusi yang bersifat mutlak dan final, 

melainkan sebagai institusi bermoral, bernurani dan karena itu 

sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdi kepada 

manusia. Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan untuk 

mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera 

dan membuat manusia bahagia. Kemanusiaan dan keadilan 

menjadi tujuan dari segalanya dalam kita berkehidupan hukum. 

Maka kalimat “hukum untuk manusia” bermakna juga “hukum 

untuk keadilan”. Ini berarti, bahwa kemanusiaan dan keadilan 

ada di atas hukum. Intinya adalah penekanan pada penegakan 

hukum berkeadilan yang di Indonesia yaitu terciptanya 

kesejahteraan masyarakat atau yang sering disebut dengan 

“masyarakat yang adil dan makmur”.
13

 

“Restorative justice” sebagai salah usaha untuk 

mencari penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan 

masih sulit diterapkan. Di Indonesia banyak hukum adat yang 

bisa menjadi Restorative justice, namun keberadaannya tidak 

diakui negara atau tidak dikodifikasikan dalam hukum nasional. 

Hukum adat bisa menyelesaikan konflik yang muncul di 

masyarakat dan memberikan kepuasan pada pihak yang 

berkonflik. Munculnya ide Restorative justice sebagai kritik atas 

penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang 

dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. 

Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak 

dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Korban tetap saja 

                                                           
13 Rudi Rizky (ed), Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran 

dalam Dekade Terakhir), 58. 
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menjadi korban, pelaku yang dipenjara juga memunculkan 

persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya.
14

 

Kedudukan Restorative justice di Indonesia diatur 

secara tegas dalam gamblang dalam berbagai peraturan 

perundang-undangan misalnya Undang-Undang Dasar Republik 

Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 

Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 1985 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah 

Agung. Dengan demikian, mengingat bahwa Mahkamah Agung 

(MA) merupakan lembaga negara yang melaksanakan 

kekuasaan kehakiman dan sebagai puncak peradilan maka sudah 

seyogianya apabila Mahkamah Agung (MA) mengadopsi atau 

menganut dan menerapkan pendekatan atau konsep keadilan 

restoratif (Restorative justice). 

Selain itu, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman 

yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 

2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman tepatnya pada Pasal 5 

dengan tegas menyebutkan bahwa hakim wajib menggali nilai-

nilai yang hidup dalam masyarakat (the living law atau local 

wisdom). Dengan demikian, pada hakikatnya hakim harus atau 

wajib menerapkan pendekatan atau konsep keadilan restoratif 

(Restorative justice) dalam menyelesaikan perkara karena 

pendekatan atau konsep keadilan restoratif (Restorative justice) 

sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia yakni Pancasila, sesuai 

dengan nilai-nilai hukum adat dan sesuai pula dengan nilai-nilai 

agama. 

Perlu pula dikemukakan bahwa konsep keadilan 

restoratif (Restorative justice) tidak hanya dapat diterapkan 

kepada Mahkamah Agung (MA). Dalam proses peradilan pidana 

pada umumnya dan proses peradilan pidana di Indonesia pada 

khususnya, terdapat beberapa tahapan atau proses yang harus 

dilalui bagi para pencari keadilan baik di tingkat penyelidikan, 

penyidikan,penuntutan, pemeriksaan di pengadilan hingga tahap 

penjatuhan putusan hakim.Bahkan pada tahapan dimana para 

                                                           
14 Setyo Utomo, Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis 

Restorative Justice, (Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakancana, 

Volume 5 Nomor 01), 86. 
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pencari keadilan melakukan upaya hukum (baik upaya hukum 

biasa maupun upaya hukum luar biasa). Dengan demikian, 

penulis menilai bahwa sudah seyogianya pengadopsian dan 

penerapan konsep keadilan restoratif (Restorative justice) 

dilakukan diberbagai tingkatan atau proses peradilan 

sebagaimana dikemukakan diatas.
15

 

Menurut pandangan konsep Restorative justice 

penanganan kejahatan yang terjadi bukan hanya menjadi 

tanggung jawab negara akan tetapi juga merupakan tanggung 

jawab masyarakat. Oleh karena itu konsep Restorative justice di 

bangun berdasarkan pengertian bahwa kejahatan yang telah 

menimbulkan kerugian harus dipulihkan kembali baik kerugian 

yang di derita oleh korban maupun kerugian maupun yang di 

tanggung oleh masyarakat. Keterlibatan anggota masyarakat 

sangat dibutuhkan untuk membantu memperbaiki kesalahan dan 

penyimpangan yang terjadi di sekitar lingkungan masyarakat 

yang bersangkutan. Pemberian penghargaan dan penghormatan 

pada korban dengan mewajibkan pihak pelaku melakukan 

pemulihan kembali atau akibat tindak pidana yang telah 

dilakukannya. Pemulihan yang dilakukan oleh pelaku bisa 

berupa ganti rugi, pekerjaan sosial atau melakukan sesuatu 

perbaikan atau kegiatan tertentu sesuai dengan keputusan 

bersama yang telah disepakati semua pihak dalam pertemuan 

yang dilakukan. Pergeseran pemikiran dari model penghukuman 

tradisional adalah dengan adanya model penghukuman yang 

memberikan keadilan, terutama keadilan yang diarahkan pada 

keadilan masyarakat. Hal ini merupakan suatu titik awal atau 

dasar lahirnya Restorative justice di negara manapun. Adanya 

pergeseran pemikiran tersebut memperlihatkan bahwa dalam 

sistem peradilan pidana anak telah terjadi suatu upaya untuk 

memberikan perhatian dan pemahaman terhadap penyelesaian 

suatu kasus tindak pidana yang dilakukan dengan tujuan 

tercapainya keadilan untuk semua pihak yang terkait dalam 

tindak pidana. 

Adapun kedudukan hukum Restorative justice terdapat 

pada Pasal 24 ayat (1) Kovenan: Hak-Hak Sipil dan Politik 

menentukan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan hak 

                                                           
15 Eva Achjani Zulfa. Keadilan Restoratif, (Jakarta: Badan Penerbit FH UI, 

Jakarta, 2009), 17. 
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atas langkah-langkah perlindungan, karena statusnya sebagai 

anak di bawah umur seharusnya dapat dijadikan sebagai 

landasan hukum bagi Hakim untuk menghentikan perkara anak. 

Putusan demikian sah diberikan karena Hakim diberikan 

kebebasan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 2004 untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-

nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. 

“Restorative justice” sebagai salah usaha untuk 

mencari penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan 

masih sulit diterapkan. Di Indonesia banyak hukum adat yang 

bisa menjadi Restorative justice, namun keberadaannya tidak 

diakui negara atau tidak dikodifikasikan dalam hukum nasional. 

Hukum adat bisa menyelesaikan konflik yang muncul di 

masyarakat dan memberikan kepuasan pada pihak yang 

berkonflik. Munculnya ide Restorative justice sebagai kritik atas 

penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang 

dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. 

Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak 

dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Korban tetap saja 

menjadi korban, pelaku yang dipenjara juga memunculkan 

persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya.
16

 

 

C. Restorative justice Dalam Islam 

Nilai lebih dari keadilan restorative adalah kejahatan 

dipandang sebagai bagian dari tindakan sosial atau pelanggaran 

terhadap individu,tidak hanya sebagai pelanggaran pidana 

terhadap negara. Keadilan restoratif menempatkan nilai yang 

lebih tinggi dalam keterlibatan para pihak. Keadilan restorative 

menekankan pada kebutuhan untuk mengenal dampak dari 

ketidak adilan sosial dalam cara-cara sederhana, dari pada 

memberikan pelaku keadilan formal sedangkan korban tidak 

mendapatkan keadilan apapun. Jika melihat pada ulasan 

sebelumnya, akan ditemukan beberapa point penting yang 

menjadi mindide dari keadilan restoratif. Keadilan restoratif 

secara aktif ikut melibatkan korban dan keluarga dalam 

penyelesaian kasus pidana. Dalam kontekshukum pidana Islam, 

                                                           
16 Setyo Utomo, Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis 

Restorative Justice, Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakancana, 

Volume 5 Nomor 01, hlm. 86. 



17 

 

keterlibatan korban tindak pidana (pengakuan hak korban) 

dengan tegas terakomodir dalam diyat.
17

 Sebagaimana firman 

Allah SWT dalam surat Al-Baqarah (2):178-179: 

                              

                         

                         

                         

                  

 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu 

qishaash berkenaan dengan orang-orang yang 

dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, 

hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. 

Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan 

dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) 

mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah 

(yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang 

memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang 

demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan 

kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang 

melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa 

yang sangat pedih. Dan dalam qishaash itu ada 

(jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-

orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.” 

 

Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa ketika Islam 

hamper disyariatkan, pada jaman Jahiliyah ada dua suku bangsa 

                                                           
17 Imam Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sulthaniyyah alih bahasa Fadli Bahri, 

cet ke-3, (Jakarta: Darul Falah, 2007), 365. Lihat juga Abdul Qādir Awdah, at- 

Tasyri’ al-Jinā’i al-Islāmi: Muqāranan bi al-Qānun al-Wa’i Jilid I, (Bairut: Dār 

al- Kātib al-Arabi, t.t.), 204. Ibnu Qayyim Al-Jauyiyah, Panduan Hukum Islamalih 

bahasa Asep Saefullah FM dan Kamaluddin’ Sa’adiyatuharamain, cet. ke-2, 

(Jakarta; Pustaka Azam, 2000), 95. 
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Arab berperang satu sama lainnya. Di antara mereka ada yang 

terbunuh dan yang luka-luka, bahkan mereka membunuh hamba 

sahaya dan wanita. Mereka belum sempat membalas dendam 

karena mereka masuk Islam. Masing-masing menyombongkan 

dirinya dengan jumlah pasukan dan kekayaannya dan 

bersumpah tidak ridlo apabila hamba-hamba sahaya yang 

terbunuh itu tidak diganti dengan orang merdeka, wanita diganti 

dengan pria. Maka turunlah ayat tersebut di atas yang 

menegaskan hukum qisas.
18

 

Para ulama secara tegas menyebutkan bahwa hak 

dalam pidana Islam terbagi atas hak Allah dan hak manusia. 

Abdul Qadir Awdah menjelaskan bahwa terkadang ada dua hak 

dalam satu tindak pidana. Terdapat perbuatan yang menyentuh 

hak-hak individu, namun hak masyarakat lebih dominan di 

dalamnya seperti: qazaf. Terdapat juga perbuatan lain yang 

menyentuh hak masyarakat, tetapi hak individu lebih besar 

dibandingkan hak masyarakat seperti: pembunuhan.
19

 Meskipun 

Awdah kemudian menegaskan kembali bahwa setiap perbuatan 

yang menyentuh hak manusia pada dasarnya juga mengandung 

hak Allah didalamnya (hak masyarakat). 

Awdah menegaskan bahwa hak individu dalam hukum 

pidana tidak serta merta menjadi hak individul secara murni. 

Batalnya hukuman qisas dalam pembunuhan sengaja dan diyat 

dalam pembunuhan tersalah mengakibatkan diperbolehkan 

untuk menggantinya dengan ta’zir. Sehingga, pasca pemaafan 

yang diberikan oleh korban/keluarga, penguasa dapat 

menjatuhkanhukuman ta‟zir kepada pelaku dengan 

memperhatikan kondisi pelaku. Pemahaman tersebut di atas, 

menunjukkan bahwa Islam lebih dahulu memahami konsep 

victim oriented jauh sebelum para ahli hukum pidana Barat 

mencetuskan keadilan restoratif. Islam tidak hanya memaknai 

tindak pidana sebagai pelanggaran terhadap negara dan offender 

oriented, melainkan Islam melihat dari tataran yang lebih 

kompleks. Pidana dipahami juga sebagai pelanggaran terhadap 

kepentingan individu atau victimoriented. Bahkan pernyataan 

                                                           
18 Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Sa'id bin Jubair. 

Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Jilid 10.., 28 
19 Abdul Qadir Awdah, Ensiklopedia Hukum Islam Jilid II, alih bahasa 

Tim Tsalisah, (Bogor: Karisma Ilmu, 2007), 204. 
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yang kemudian dipertegas oleh Awdah, penulis lebih melihatnya 

sejalan dengan pemahaman keadilan restoratif. Berikut ini 

penjelesannya: 

Dalam pengaturan hukum pidana modern terhadap 

korban kejahatan dikenal dua model, yaitu model hak-hak 

prosedural dan model pelayanan.
20

 Sepintas model hak-hak 

prosedural dalam hukum pidana modern akan terlihat sejalan 

dengan qisas-diyat . Asumsi ini disimpulkan berdasarkan 

pemahaman model hak prosedural yang memberikan peran aktif 

korban dalam jalannya proses peradilan. Model ini melihat 

korban sebagai subjek yang harus diberikan hak-hak yuridis 

yang luas untuk menuntut dan mengejar kepentingan-

kepentingannya. Lain halnya dengan model pelayanan, 

penekanan diletakkan pada perlunya diciptakan standar-standar 

baku bagi pembinaan korban kejahatan yang dapat digunakan 

oleh aparat penegak hukum, seperti pemberian kompensasi 

sebagai sanksi pidana restitutif. Dalam padangan Muladi dan 

Barda Nawawi Arief, keduanya lebih cenderung memilih model 

pelayanan sebagai model yang ideal. Hal tersebut didasari pada 

pertimbangan akan resiko penggunaan model hak prosedural 

bagi sistem pidana secara keseluruhan, khususnya pada peluang 

timbulnya konflik antara kepentingan individu dan kepentingan 

umum. 

Penerapan kebijakan non penal dalam Islam, telah 

lama diterapkan pada jarimah qisas-diyat (tindak pidana 

pembunuhan dan penganiayaan), yang mana dalam hukum 

pidana Indonesia dikategorikan sebagai pidana berat yang tidak 

bisa dilakukan upaya damai. As-Sayid Sabiq berkomentar, 

bahwa ketentuan Al-Baqarah (2):178-179 yang berkaitan dengan 

hukum qisas-diyat mengandung beberapa pemikiran: 

1. Qishas merupakan bentuk koreksi hukum jahiliyah yang 

diskriminatif.  

2. Hukum alternatif, yaitu qisas, diyat , atau pemaafan.  

3. Adanya keringanan dan kemudahan dari Allah tentang 

penerapan hukum qishas. 

4. Adanya sistem rekonsiliasi antara para pihak yang 

bersangkutan (korban atau wali dan pelaku).  

                                                           
20 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana 

(Bandung: Alumni, 1992), 79-84 
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5. Qishas menjamin keterlangsungan hidup manusia dengan 

aman. Qishas juga menjadi pencegah agar orang lain takut 

melakukan tindak pidana pembunuhan mengingat 

hukumannya yang berat.
21

 

Merujuk pada pendapat tersebut, jelas menunjukkan 

diyat sebagai hukum alternatif, adanya proses pemaafan, proses 

perdamaian dan upaya rekonsiliasi antar para pihak. Hal tersebut 

sejalan dengan ide pokok keadilan restoratif. Perdamaian dalam 

Islam merupakan sesuatu yang dianjurkan. Sebagaimana 

diungkapkan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, berdasarkan pada 

firman Allah SWT dalam surat Al-Hujuraat (49) 9: 

                              

                            

                        

        

Artinya: “Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang 

beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan 

antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar 

perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang 

melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut 

kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, 

damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan 

hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah 

mencintai orang-orang yang berlaku adil.” 

 

Berdasarkan Risalah Khalifah Umar bin Khatab; 

perdamaian harus berdasarkan koridor yang jelas. Perdamaian 

tidak menghalalkan sesuatu yang haram ataupun mengharamkan 

sesuatu yang halal.
22

 Dasar ini kemudian dilihat dalam konteks 

hukum pidana, selama perdamaian ini mengakomodir 

                                                           
21 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Jilid 10, alih bahasa H. A. Ali, cet ke-7, 

(Bandung: Al ma’arif, 1995), 26-29 
22 Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Panduan, 94. 
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kepentingan kedua belah pihak, berdasarkan atas keridhaa 

keduanya, memahami baikburuknya dan keadilan, perdamaian 

dapat diberlakukan. Penerapan perdamaian seperti yang 

diterapkan pada pembunuhan dan penganiayaan, memiliki 

persamaan dengan pengerapan keadilan restoratif dalam hukum 

pidana modern. Terlepas dari pro-kontra jenis pidana apa yang 

dapat diterapkan keadilan restoratif seperti dalam sistem hukum 

pidana Islam maupun hukum pidana modern, namun yang harus 

diakui bahwa Islam telah lama menganut keadilan restoratif 

sebelum hukum pidana modern mempergunakannya. 

Keadilan restoratif mewujudkan keadilan bagi para 

pihak, tidak hanya mewujudkan legaljustice, tetapi juga 

mempertimbangkan socialjustice, individual justice dan juga 

moraljustice. Keadilan yang banyak diterapkan oleh aparat 

penegak hukum hanya sebatas legal justice. Ini terbukti dengan 

banyaknya proses penyelesaian kasus pidana di masyarakat yang 

justru mencedera rasa keadilan dimasyarakat. Sah saat 

penegakan hukum pidana diterapkan berdasarkan atas apa yang 

ditetapkan oleh KUHP atau undang-undang lainnya. Namun 

yang tidak disadari adalah kecerdasan aparat penegak hukum 

dalam melihat mana kasus yang dapat diteruskan dan yang tidak. 

Itulah alasan mengapa diberikannya wewenang seperti diskresi 

maupun hak opportunitas. Dalam doktrin Islam, sebagaimana 

ditegaskan oleh Marcel A. Boisard: keadilan merupakan pusat 

gerak dari nilai-nilai moral yang pokok.
23

 Maka keadilan dalam 

Islam merupakan salah satu prinsip pokok yang sangat penting. 

Keadilan dalam Islam mencakup keadilan individu (al-adalah al-

fardiyyah) dan keadilan sosial (al-adalah al-ijtima’iyah). 

Keadilan dalam hukum Islam selalu mempertimbangkan 

moralitas, sosial dan individualitas, bukan hanya sebatas 

penerapan legal justice. 

Sebagai salah satu contoh adalah apa yang pernah 

dilakukan oleh Umar bin Khattab dengan melepaskan hukuman 

pada pencuri. Sebagai salah satu jenis tindak pidana hudud, 

pencurian merupakan hak Allah, yang berarti negara tidak dapat 

                                                           
23 Muhammad Tahir Azhari, Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-

Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara 

Madinah dan Masa Kini cet. ke-4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 

121. 
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ikut terlibat dalam memutuskan pelepasannya. Namun, dengan 

kecerdasannya, Umar melepaskan pencuri udzq (kurma dengan 

mempertimbangkan masa paceklik yang terjadi kala itu.
24

 Kisah 

Umar tersebut menunjukkan bahwa keadilan tidak didapat 

dipahami sebagai legal justice semata. Namun, tetap harus 

mempertimbangkan keadilan moral, keadilan dimasyarakatan 

dan keadilan individu sesuai dengan kondisi dan kasus yang 

terjadi. Praktek yang dilakukan Umar tersebut dalam konteks 

hukum modern saat ini dapat dikenal juga dengan penerapan 

diskresi dan diversi. 

 

D. Peran Kejaksaan Negeri dalam Implementasi Restorative 

justice (Keadilan Restorative) Dalam Penanganan Kasus 

Pidana 

Sebagaimana diketahui bahwa dalam sistem peradilan 

pidana Indonesia, kekuasaan penyidikan dimiliki oleh 

Kepolisian, kekuasaan penuntutan dimiliki oleh Kejaksaan, dan 

kekusaan mengadili/menjatuhkan pidana dimiliki oleh 

Pengadilan. boleh dipegang sendiri oleh mereka yang 

menerapkannya. 

Tidaklah dipungkiri bahwa perdebatan panjang 

mengenai eksistensi kewenangan penuntutan oleh Kejaksaan 

dan posisinya dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia 

banyak disebabkan karena ketidakjelasan posisi Kejaksaan 

dalam UUD NRI Tahun 1945. Tanpa adanya landasan 

konstitusional, pelaksanaan yang hanya dilandasi fungsi dan 

wewenang terbatas pada Undang-Undang justru telah 

menimbulkan sorotan stigmaisasi mengenai keberhasilan 

lembaga ini. Dalam menjalankan fungsi penuntutan tertinggi, 

Kejaksaan RI harus diberi tugas dan kewenangan yang 

independen dari kekuasaan tertinggi eksekutif. Maka dari itu, 

perlu untuk meletakkan kekuasaan penyidikan, kekuasaan 

penuntutan dalam bab Kekuasaan Kehakiman di dalam UUD 

                                                           
24 Umar juga pernah melepaskan budak-budak Hathib yang mencuri unta 

laki-laki dari Muzainah. Hal tersebut dilakukan setelah ia mengetahui penyebab 

perbuatan itu karena mereka kelaparan. Umar memerintahkan untuk memberikan 

ganti atas harga unta kepada pemilik unta, bahkan lebih tinggi dari nominal awal. 

Lihat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Panduan., 430-431. 
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NRI Tahun 1945 apabila dikemudian hari akan diadakan 

amandemen kelima. 

Akan tetapi mengubah UUD 1945 memang bukanlah 

hal yang mudah, prosesnya membutuhkan waktu yang relative 

lama, apalagi bila para elite politik memiliki sudut pandang dan 

kepentingan yang berbeda, kesepakatan dan keputusan politik 

akan sulit diambil. Di sisi lain peningkatan kinerja Kejaksaan 

harus segera dilakukan. Tindakan yang realitis dan dapat 

dilakukan dengan segera yaitu dengan merevisi UU Kejaksaan. 

Banyaknya penyelesaian perkara yang ditempuh 

melalui mekanisme peradilan, dalam hal ini peradilan pidana. 

Banyaknya kritik terhadap penyelesain perkara, dalam sistem 

peradilan pidana, merupakan fakta yang harus dihadapi 

masyarakat. Beberapa fakta yang merugikan, seperti peradilan 

yang acapkali memakan waktu yang lama, berbiaya yang mahal, 

rumit dan dianggap bisa memenuhi rasa keadilan masyarakat. 

Sebagai sebuah sistem, tentu saja banyak faktor yang 

menyebabkan tidak efektif dan tidak efisiennya penyelesaian 

suatu penegak hukum (legal structure), produk legislasi (legal 

substance) maupun kebiasaan dan budaya hukum masyarakat 

(legal culture).
25

 

Kelancaraan proses dalam pelaksanaan penegakan 

hukum di dalam masyarakat sangat ditentukan oleh nilai-nilai 

yang dianut dan berlaku di dalam masyarakat yang 

bersangkutan. Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan hukum 

sebagai kadiah sosial, tidak terlepas dari nilai (values) yang 

berlaku di suatu masyarakat, bahkan dapat dikatakan bahwa 

hukum itu merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku 

dalam masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai 

dengan hukum yang hidup (the living law) dalam masyarakat, 

yang tentu sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-

nilai yang berlaku dalam masyarakat itu. Nilai-nilai itu tidak 

terlepas dari dari sikap (attitude) dan sifat-sifat yang 

                                                           
25 Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Hak Asasi 

Manusia,2016, Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Anak, (Jakarta: 

Pohon Cahaya, 2016), 2. 
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(seharusnya) dimiliki orang-orang yang menjadi anggota 

masyarakat tersebut.
26

 

Jaksa merupakan salah satu aparatur negara yang 

diberi tugas dan wewenang oleh Undang-Undang untuk 

melaksanakan penegakan hukum. Dalam melaksanakan tugas 

dan fungsinya, Jaksa diorganisasikan dalam suatu lembaga yang 

diberi nama Kejaksaan Republik Indonesia atau dapat disebut 

Kejaksaan. Tugas utama Kejaksaan yang dilaksanakan oleh 

Jaksa ialah melakukan penuntutan perkara pidana. Dalam 

melaksanakan tugas penuntutan, Jaksa diberi wewenang untuk 

menentukan dapat atau tidaknya suatu perkara diajukan ke 

pengadilan dan pasal apa yang didakwakan. Bahkan Jaksa juga 

dapat menghentikan penuntutan berdasarkan opurtunitas atau 

asas kebijaksanaan menuntut. Asas inilah yang menjadi dasar 

bagi Jaksa untuk menyelesaikan perkara pidana di luar 

pengadilan dengan menggunkan pendekatan Restorative 

justice.
27

 

Dengan Adanya kewenangan yang dimiliki Jaksa 

untuk menuntut atau tidak menuntut perkara pidana ke 

Pengadilan, maka dalam tradisi penuntutan dikenal dengan asas 

kebijaksaan, Asas kebijaksaan menuntut yang terbagi menjadi 2 

(dua) yaitu kewenangan Jaksa untuk melakukan penuntutan dan 

kewenangan Jaksa tidak melakukan penuntutan, Asas 

Kebijaksanaan menuntut terkait dengan diskresi yang dimiliki 

Jaksa selaku pelaku aparatur negara. Dalam melaksanakan tugas 

dan wewenangnya, aparatur hukum, seperti Polisi, Jaksa, Hakim 

dan Lembaga Pemasyarakatan, disamping harus memperhatikan 

kebijakan (policiy) yang digariskan pemimpinya dan ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku, dalam situasi tertentu 

mereka juga mempunyai kebebasan atau kebijaksanaan 

(discretion). Oleh karena itu, muncul peristilahan diskresi Polisi, 

diskresi Jaksa, diskresi Hakim,dan diskresi Lembaga 

Pemasyarakatan. 

Tindak pidana menurut kaca mata keadilan Restoratif, 

adalah suatu pelanggaran terhadap manusia dan relasi antar 

                                                           
26 Andi Hamzah, Penegakan hukum terhadap tindak pidana bermotif 

ringan dengan restorative justice,(Jakarta: Jala Permata Aksara, 2017) , 19. 
27 Andi Hamzah, Penegakan hukum terhadap tindak pidana bermotif 

ringan dengan restorative justice, 1. 
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manusia. Keadilan restoratif, dapat dilaksanakan melalui: 

Mediasi korban dengan pelanggar; Musyawarah kelompok 

keluarga; pelayanan di masyarakat yang bersifat pemulihan baik 

bagi korban maupun pelaku. Penerapan prinsip keadilan 

restoratif itu tergantung pada sistem hukum apa yang dianut oleh 

suatu negara. Jika dalam sistem hukum itu tidak menghendaki, 

maka tidak bisa dipaksakan penerapan Restorative justice 

tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa prinsip Restorative 

justice merupakan pilihan dalam mendesain sistem hukum suatu 

negara. Walaupun suatu negara tidak menganutnya, akan tetapi 

tidak menutup kemungkinan untuk diterapkan prinsip keadilan 

restoratif tersebut guna memberikan keadilan, kepastian dan 

kemanfaatan hukum  

Penegakan hukum di Indonesia kini masih 

meninggalkan berbagai persoalan yang harus diselesaikan, 

terutama kasus-kasus pidana yang melibatkan satu pihak dengan 

pihak lainnya di masyarakat. Rasa keadilan yang diharapkan 

dari penegakan hukum belum bisa dinikmati masyarakat di 

negara ini. Apalagi seperti diketahui sistem peradilan pidana di 

Indonesia tidak banyak mengatur mengenai korban. Dengan 

demikian kadangkala keberadaan korban cenderung diindahkan 

atau ”terlupakan”, mengingat sistem ini lebih fokus kepada 

pelaku kejahatan. Perlindungan hak-hak korban pada hakikatnya 

merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia. Korban 

membutuhkan perlindungan untuk menjamin hak-haknya 

terpenuhi. Karena selama ini di dalam sistem peradilan pidana di 

Indonesia hakhak korban kurang terlindungi dibanding hak-hak 

tersangka. Dalam permasalahan ini, Restorative justice bisa 

menjadi solusi bagi keadaan atau kondisi tersebut. 

Mengenai penegakan hukum di Indonesia, tidak akan 

bisa terlepas dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 

Tentang Hukum Acara Pidana karena berdasarkan kata-kata nya 

saja, istilah tersebut mengacu pada pelaksanaan hukum formil. 

Bisa dibilang yang dimaksud dengan penegakan hukum (law 

enforcement), bentuk kongkritisasinya adalah merupakan 

penjatuhan pidana atau sanksi. Berkaitan dengan hal tersebut, 

menurut Sauer ada tiga pengertian dasar dalam hukum pidana, 
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yaitu sifat melawan hukum, kesalahan dan pidana.
28

 Dan selain 

identik dengan hukum formil, penegakan juga harus didasarkan 

atas peraturan yang dibuatnya. Berkenaan dengan pembuatan 

peraturan tersebut, ada satu aliran dan satu teori, yaitu Aliran 

Utilitarianisme dengan tokohnya Jeremy Bentham, yang pada 

dasanya menyatakan bahwa setiap peraturan yang dibuat harus 

mempunyai nilai guna untuk masyarakat 
 

E. Penelitian Terdahulu 

Dari sekian banyak literatur skripsi di Perpustakaan, 

penulis mengambil dan mempelajari beberapa skripsi untuk 

melakukan perbandingan. Antara lain: 

Didalam skripsi ini penulis menjelaskan Implementasi 

Restorative justice (Keadilan Restorative) Dalam Penanganan 

Kasus Pidana (Studi Kasus Penganiayaan di Kejaksaan Jepara), 

dijelaskan juga penerapan Restorative justice perspektif hukum 

Islam. Judul Skripsi “Restorative justice Bagi Anak Pelaku 

Tindak Pidana Perkosaan Anak Perspektif Hukum Islam Dan 

Hukum Positif”. Penulis Ridho Rokamah, 2011. Pembahasan 

skripsi ini meliputi tingginya jumlah kasus kekerasan seksual 

dengan pelaku anak-anak yang terus meningkat di UPPA Polres 

dan Komite Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten 

Ponorogo akhir-akhir ini, membuat penegak hukum (Hakim, 

Jaksa, dan Polisi) dihadapkan pada posisi yang sulit. Dalam 

perspektif hukum Islam, anak yang masih belum bisa 

dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum (belum 

mukallaf) tidak dikenai hukuman sebagaimana orang dewasa. 

Adapun dalam hukum positif, hukum bisa diterapkan untuk 

siapa saja tanpa batasan usia. Hanya saja untuk pelaku kejahatan 

pidana anak-anak harus diperlakukan secara khusus. Persamaan 

antara skripsi ini dengan skripsi penulis adalah sama dalam 

pembahasan mengenai Restorative justice perspektif hukum 

islam dan hukum positif. Perbedaan dalam skripsi penulis adalah 

karya tulis ini pembahasanya lebih fokus kepada implikasi 

Restorative justice dalam penanganan kasus pidana 

penganiayaan di Kejaksaan Negeri Jepara. 

                                                           
28 Dwidja Priyatno, Pemidanaan untuk Anak dalam Konsep Rancangan 

KUHP (dalam Kerangka Restorative Justice), Lembaga Advokasi Hak Anak 

(LAHA), Edisi VIII/Volume III, Bandung, 2007, 9. 
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Judul Jurnal “Urgensitas Implementasi Restorative 

justice Dalam Hukum Pidana Indonesia”. Penulis: Eka Fitri 

Andriyanti, 2020. Pembahasan jurnal ini meliputi Restorative 

justice yang diharapkan dapat memberikan keadilan yang 

sesungguhnya bagi pelaku dan korban kejahatan, serta 

masyarakat pada umumnya. Penelitian ini akan mengelaborasi 

lebih jauh betapa urgensitas implementasi Restorative justice 

harus mendapat perhatian semua pihak. Persamaan antara skripsi 

ini dengan skripsi penulis adalah sama dalam pembahasan 

mengenai Restorative justice perspektif hukum positif. 

Perbedaan dalam skripsi penulis adalah karya tulis ini 

pembahasanya lebih fokus kepada implikasi Restorative justice 

dalam penanganan kasus pidana penganiayaan di Kejaksaan 

Negeri Jepara. 

Judul Jurnal “Penerapan prinsip Restorative justice 

dalam sistem peradilan pidana di Indonesia”. Penulis: Hanafi 

Arief, Ningrum Ambarsari, 2018. Pembahasan jurnal ini 

meliputi Restorative justice dengan maksud dan tujuan agar 

permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan 

pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan 

tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak. 

Tujuan jangka pendek yang diharapkan dari penelitian ini adalah 

mencari akar permasalahan hukum terhadap pengaturan hukum 

Restorative justice. Tujuan jangka panjang dari penelitian ini 

dapat menjadi kerangka kerja yang tepat dan efektif dalam 

pelaksanaan Restorative justice dalam sistem peradilan pidana di 

Indonesia. Persamaan antara skripsi ini dengan skripsi penulis 

adalah sama dalam pembahasan mengenai Restorative justice 

perspektif hukum positif yang berlaku di Indonesia. Perbedaan 

dalam skripsi penulis adalah karya tulis ini pembahasanya lebih 

fokus kepada implikasi Restorative justice dalam penanganan 

kasus pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Jepara. 

Judul Skripsi “Peran Kejaksaan Dalam Penerapan 

Restorative justice Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan 

Hukum Di Kejaksaan Negeri Prabumulih”. Penulis: Rama 

Wijaya, 2021. Pembahasan skripsi ini meliputi peran kejaksaan 

dalam penerapan Restorative justice terhadap anak yang 

berhadapan dengan hukum di Kejaksaan Negeri Prabumulih. 

Persamaan antara skripsi ini dengan skripsi penulis adalah sama 

dalam pembahasan mengenai Restorative justice perspektif 
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hukum positifdan lebih focus pada peran jaksa dalam implikasi 

Restorative justice. Perbedaan dalam skripsi penulis adalah 

karya tulis ini pembahasanya lebih fokus kepada implikasi 

Restorative justice dalam penanganan kasus pidana 

penganiayaan di Kejaksaan Negeri Jepara. 

 
Tabel 

Review Penelitian Terdahulu 

No 
Judul 

Penelitian 
Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan 

1 Ridho 

Rokamah, 

Restorative 

justice Bagi 

Anak Pelaku 

Tindak Pidana 

Perkosaan 

Anak 

Perspektif 

Hukum Islam 

Dan Hukum 

Positif, 2011, 

(Skripsi) 

Tingginya 

jumlah kasus 

kekerasan 

seksual dengan 

pelaku anak-

anak yang terus 

meningkat di 

UPPA Polres dan 

Komite 

Perlindungan 

Perempuan dan 

Anak Kabupaten 

Ponorogo akhir-

akhir ini, 

membuat 

penegak hukum, 

pelaku kejahatan 

pidana anak-

anak harus 

diperlakukan 

secara khusus 

Sama dalam 

pembahasan 

mengenai 

Restorative 

justice 

perspektif 

hukum islam 

dan hukum 

positif 

pembahasanya 

lebih fokus 

kepada 

implikasi 

Restorative 

justice dalam 

penanganan 

kasus pidana 

penganiayaan 

di Kejaksaan 

Negeri Jepara. 

2 Eka Fitri 

Andriyanti, 

Urgensitas 

Implementasi 

Restorative 

justice Dalam 

Hukum Pidana 

Indonesia, 

Jakarta Utara), 

2020, (Jurnal) 

Penelitian ini 

mengelaborasi 

lebih jauh 

betapa 

urgensitas 

implementasi 

Restorative 

justice harus 

mendapat 

perhatian semua 

pihak 

sama dalam 

pembahasan 

mengenai 

Restorative 

justice 

perspektif 

hukum 

positif 

lebih fokus 

kepada 

implikasi 

Restorative 

justice dalam 

penanganan 

kasus pidana 

penganiayaan 

di Kejaksaan 

Negeri Jepara. 

Perspektif 

hukum positif 
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No 
Judul 

Penelitian 
Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan 

dan hukum 

islam. 

3 Hanafi Arief, 

Ningrum 

Ambarsari, 

Penerapan 

prinsip 

Restorative 

justice dalam 

sistem 

peradilan 

pidana di 

Indonesia, 

2018, (Jurnal) 

Restorative 

justice dengan 

maksud dan 

tujuan agar 

permasalahan 

hukum yang 

timbul akibat 

terjadinya 

perbuatan 

pidana tersebut 

dapat 

diselesaikan 

dengan baik 

dengan 

tercapainya 

persetujuan dan 

kesepakatan 

diantara para 

pihak 

sama dalam 

pembahasan 

mengenai 

Restorative 

justice 

perspektif 

hukum 

positif yang 

berlaku di 

Indonesia 

pembahasanya 

lebih fokus 

kepada 

implikasi 

Restorative 

justice dalam 

penanganan 

kasus pidana 

penganiayaan 

di Kejaksaan 

Negeri Jepara 

4 Rama Wijaya, 

Peran 

Kejaksaan 

Dalam 

Penerapan 

Restorative 

justice 

Terhadap 

Anak Yang 

Berhadapan 

Dengan 

Hukum Di 

Kejaksaan 

Negeri 

Prabumulih, 

2021, (Skripsi) 

peran kejaksaan 

dalam 

penerapan 

Restorative 

justice terhadap 

anak yang 

berhadapan 

dengan hukum 

di Kejaksaan 

Negeri 

Prabumulih  

sama dalam 

pembahasan 

mengenai 

Restorative 

justice 

perspektif 

hukum 

positifdan 

lebih focus 

pada peran 

jaksa dalam 

implikasi 

Restorative 

justice 

karya tulis ini 

pembahasanya 

lebih fokus 

kepada 

implikasi 

Restorative 

justice dalam 

penanganan 

kasus pidana 

penganiayaan 

di Kejaksaan 

Negeri Jepara 
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F. Kerangka Berfikir 

Dalam suatu kehidupan manusia tidak lepas dari 

perbuatan pidana, kejahatan atau tindak pidana (strafbaat feit). 

Untuk itu eksistensi hukum sangat diperlukan. Memang hukum 

menjadi landasan dasar moral dalam mengawal tercapainya 

tujuan kehidupan yang dicita-citakan bersama demi timbulnya 

ketertiban bermasyarakatan. Salah satu upaya adalah hukum 

harus diterapkan dan ditegakkan. Melalui penegakan hukum 

diantaranya penyelesaian perkara pidana. Apalagi Indonesia 

sebagai negara hukum, tentu penegakan hukum tidak 

mengabaikan tujuan hukum. 

Di dalam praktek penegakan hukum pidana sering kali 

mendengar istilah Restorative justice, atau Restorasi Justice 

yang dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut dengan istilah 

keadilan restoratif. Keadilan restoratif atau Restorative justice 

mengandung pengertian yaitu suatu pemulihan hubungan dan 

penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak 

pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut 

(keluarganya) (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan 

maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul 

akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan 

dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan 

diantara para pihak. 

Restorasi meliputi . Pemulihan ini didasarkan 

kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Korban 

menyampaikan kerugian yang diderita dan pelaku diberi 

kesempatan untuk menebusnya dengan mekanisme ganti rugi, 

perdamaian, kerja sosial atau kesepakatan lainnya. Proses 

pemidanaan konvensional yang berlangsung selama ini tidak 

membuka kesempatan bagi para pihak yang terlibat untuk 

berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan problematika yang ada. 

Partisipasi aktif dari masyarakat seakan tidak menjadi penting 

karena hanya seolah hanya putusan pidana yang menjadi 

episentrum tanpa melihat benang merah persoalan yang 

sebenarnya. 

Restorative justice akan memberdayakan para korban, 

pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu 

perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan 

keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan 
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bermasyarakat menjelaskan bahwa konsep Restorative justice 

pada dasarnya sederhana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1: Kerangka Berpikir 

 


